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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penyidikan
Proses penyidikan dilakukan untuk mencari serta menemukan bukti-bukti tersangka yang melakukan tindak pidana. Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan mengenai penyidikan, yaitu:
Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Tahap penyidikan dilakukan oleh orang yang disebut sebagai penyidik diatur dalam Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.[footnoteRef:1] [1: M Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, (2024), hlm. 112.] 

Penyidikan menurut M. Yahya Harahap merupakan proses tindak lanjut setelah penyelidikan atas suatu tindak pidana. Persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.[footnoteRef:2] Andi Hamzah memberikan penjelasan mengenai penyidikan, merupakan langkah awal atau suatu proses penyelesaian tindak pidana yang harus diselidiki dan diusut dengan tuntas dalam sistem peradilan pidana.[footnoteRef:3] [2: Ibid., hlm. 210. ]  [3: Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, (2024), hlm. 8.] 

Penyidikan juga dikenal dengan istilah opsporing dalam bahasa Belanda, de Pinto memberikan definisi mengenai penyidikan, yaitu pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.[footnoteRef:4] [4: Bambang Tri Bawono, Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Skripsi, Fakultas Hukum Unisula, Semarang, (2011), hlm. 62.] 

Tahap penyidikan atas suatu perkara pidana dilakukan setelah adanya proses penyelidikan yaitu serangkaian tindakan oleh penyelidik untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga suatu tindak pidana. Tahap selanjutnya dilakukannya penyidikan yaitu untuk mengumpulkan bukti yang membuat terang mengenai suatu tindak pidana dan menemukan tersangka oleh penyidik. Proses penyidikan menjadi tahapan penting yang harus dilakukan untuk menguatkan pengungkapan bukti atas dugaan terjadinya suatu tindak pidana. Tahapan penyidikan tidak terlepas dari ketentuan peraturan perundangan yang mengatur mengenai tindak pidananya.
Pelaksanaan penyidikan atas suatu tindak pidana dilakukan oleh pejabat berwenang yang dikenal sebagai penyidik. Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan:
1) Penyidik adalah:
a) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
b) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.
Penjelasan mengenai syarat kepangkatan pejabat yang dijelaskan dalam Pasal 6 ayat 2 KUHAP dijelaskan pada Pasal 2A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dirumuskan:
1) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, calon harus memenuhi persyaratan:
a) Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
b) Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
c) Mengikuti dan lulus Pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
d) Sehat jasmani dan Rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
e) Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.
Pelaksanaan penyidikan juga terdapat di dalamnya penyidik pembantu. Penyidik pembantu diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), merumuskan: “Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (2) pasal ini”. Dilanjutkan dalam ayat (2) pasal tersebut mengenai syarat kepangkatan yang diatur dalam peraturan pemerintah. 
Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 menyebutkan penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berpangkat paling rendah sersan dua (brigadir) dan pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara atas usul dari komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.
Penyidik pembantu memiliki kewenangan yang sama dengan penyidik dalam menjalankan penyidikan berdasarkan KUHAP, kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik. Penahanan oleh penyidik pembantu hanya dapat dilakukan saat telah diberikan pelimpahan wewenang dari penyidik. Hal tersebut terjadi karena ada keadaan yang diperlukan atau adanya hambatan karena di wilayah terpencil, atau tempat terjadinya perkara tersebut belum ada penyidik yang dapat diterima menurut kewajiban.
Wewenang atau disamakan dengan kata kewenangan, dapat diartikan sebagai kekuasaan atau hak untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, juga melimpahkan kewajiban atau tanggung jawab kepada orang/badan lain.[footnoteRef:5] Kewenangan dapat juga diartikan sebagai kekuasaan, dalam bahasa Inggris authority yaitu kekuasaan yang sah. Agar tidak terjadinya kesewenangan yang disebabkan oleh pemberian kewenangan, maka perlu diberikan batasan atas pelimpahan atau pemberian kewenangan tersebut. Pemberian kewenangan kepada penyidik memiliki dasar demi mengemban kewajibannya untuk mempertahankan hukum dan kepentingan ketertiban masyarakat juga kepentingan perlindungan tersangka. Pemberian kewenangan tersebut merupakan tanggungjawab pelaksanaan penegakan hukum dan ketertiban.[footnoteRef:6] [5: Kamal Hidjaz, Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Pustaka Refleksi, Makassar, (2020), hlm. 35.]  [6: M Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, (2024), hlm. 122.] 

Penyidik dalam melaksanakan penyidikan atas suatu tindak pidana memiliki tugas dan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan. Seperti diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), merumuskan:
a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
i. Mengadakan penghentian penyidikan;
j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana
1. Pengertian Tindak Pidana
Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, larangan disini adalah (suatu keadaan dan kejadian yang dilakukan oleh seseorang). Sedangkan bentuk ancaman disini ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.[footnoteRef:7] Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, pelaku ini juga dikatakan sebagai tindak pidana.[footnoteRef:8] [7: Moeljatno,Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, (2018), hlm. 59.]  [8: Topo Santoso, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Rajawali Prass, Jakarta, (2016), hlm. 13.] 

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari strafbaarfeit, di dalam KUHP tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud strafbaarfeit itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata delictum. Delik adalah perbuatan yang dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.[footnoteRef:9] [9: Zuleha, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Budi Utama, Yogyakarta, (2024), hlm. 38.] 

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaarfeit. Walaupun istilah ini terdapat dalam Wvs Belanda maupun berdasarkan asas konkordasi istilah tersebut juga berlaku pada WvS Hindia Belanda (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP). Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit.[footnoteRef:10] Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah itu, namun hingga saat ini belum ada keseragaman pendapat tentang apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit.[footnoteRef:11] [10: Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana II, Raja Grafindo Persada, Jakarta. (2022), hlm. 67. ]  [11: Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus, Memahami Delik-Delik di Luar KUHP, Kencana, Jakarta. (2021), hlm. 43.] 

Tindak pidana merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan di tentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.
Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peritiwa pidana dengan istilah:
a. Strafbaar Feit adalah peristiwa pidana.
b. Strafbaar Handlung diterjemahkan dengan perbuatan pidana yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman; dan 
c. Criminal Act diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.[footnoteRef:12] [12: Mulyati Pawannei dan Rahmanuddin Tomalili, Hukum Pidana, Mitra Wacana Media, Jakarta, (2025), hlm. 5.] 

Dalam bahasa Belanda disebut strafbaarfeit terdapat dua unsur pembentukan kata, yaitu strafbaar dan feit. Perkataan feit dalam bahasa Belanda diartikan sebagai dari kenyataan, sedangkan strafbaar berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan strafbaarfeit berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.[footnoteRef:13] Adapun beberapa pendapat ahli mengenai tindak pidana adalah sebagai berikut: [13: Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, (2019), hlm. 5.] 

Andi Hamzah berpendapat bahwa:
Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabakan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan padangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.[footnoteRef:14] [14: Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, (2024), hlm. 22.] 


Adapun Moeljatno mengartikan strafbaarfeit sebagai berikut:
Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu kejadiaan atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan).[footnoteRef:15] [15: Evi Hartanti, Op.Cit., hlm. 7.] 


Sementara, Jonkers merumuskan bahwa strafbaarfeit sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai “suatu melawan hukum (wederrechttelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.[footnoteRef:16] [16: Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, Op.Cit., hlm. 6.] 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.[footnoteRef:17] [17: Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, (2024), hlm. 37.] 


2. Unsur-Unsur Tindak Pidana
Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tersebut sehingga dapat dengan jelas dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.
Dari beberapa pengertian tindak pidana menurut para ahli hukum, jelas bahwa adanya suatu perbuatan yang melawan hukum memiliki unsur-unsur untuk mengungkapkan suatu tindak pidana. Menurut Leden Marpaung dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus, membedakan 2 macam unsur yaitu Unsur Subjektif dan Unsur Objektif.[footnoteRef:18] [18: Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta. (2024), hlm. 13.] 

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melakat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku harus dilakukan.[footnoteRef:19] [19: P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, (2023), hlm. 193.] 

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (starfbaar feit) adalah:
a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
b. Diancam dengan pidana (statbaar gesteld).
c. Melawan hukum (onrechtmatig).
d. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand) oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatooar person).[footnoteRef:20] [20: Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, Op.Cit., hlm. 11.] 

Simon juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (stafbaar feit).
Unsur objektif:
1) Perbuatan orang. 
2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 218 KUHP sifat openbaar atau dimuka umum.
Unsur subjektif:
1) Orang yang mampu bertanggungjawab.
2) Adanya kesalahan.
3) Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.
Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan. Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari:
1) Kelakuan dan akibat.
2) Hal ihkwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi:
a) Unsur subjektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlukan dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi Pasal 418 KUHP jo. Pasal 1 ayat (1) sub c Undang-Undang No. 3 Tahun 1971.
b) Unsur objektif atau non pribadi, yaitu mengenai keadaan di luar si pembuat, misalnya Pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum.[footnoteRef:21] [21: Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, op.Cit., hlm. 40.] 

Sedangkan menurut Lamintang, tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan- keadaan mana tindakan dari si pembuat itu harus dilakukan.[footnoteRef:22] [22: P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, (2024), hlm. 245.] 

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana
Dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana. Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi dalam 2 (dua) jenis tindak pidana yang terdiri atas kejahatan (rechtsdelicten) dan pelanggaran (wetsdelicten).[footnoteRef:23] [23: C.S.T Kansil, Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional, Jala Permata Aksara, Jakarta, (2021), hlm. 27.] 

a. Delik Kejahatan dan Pelanggaran 
Kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum, sedangkan pelanggaran merupakan perbuatan yang tidak menaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Pembagian kejahatan disusun dalam Buku II KUHP dan pembagian pelanggaran disusun dalam Buku III KUHP.[footnoteRef:24] [24: Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, Op.Cit., hlm. 64.] 

b. Delik Formil dan Delik Materiil 
Delik formil ialah rumusan undang-undang yang menitikberatkan kelakuan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang, sedangkan delik materiil adalah rumusan undang-undang yang menitikberatkan akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.[footnoteRef:25] [25: Ibid, hlm. 68.] 

c. Delik Commisionis dan Delik Ommisionis 
Delik commisionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang. Sedangkan delik ommisionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, ialah tidak melalukan sesuatu yang diperintahkan/diharuskan.[footnoteRef:26] [26: Lukman Hakim, Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa, Budi Utama, Yogyakarta, (2025), hlm. 12.] 

d. Delik Kesengajaan (Dolus) dan Delik Kealpaan (Culpa) 
Delik dolus adalah suatu delik yang dilakukan karena kesengajaan, sedangkan delik culpa adalah suatu delik yang dilakukan karena kelaaian atau kealpaan.[footnoteRef:27] [27: Ibid., hlm. 13.] 

e. Delik Aduan dan Delik Murni 
Delik aduan adalah delik yang proses penuntutannya berdasarkan pengaduan korban. Delik aduan dibagi menjadi dua, yaitu delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Sedangkan delik murni adalah delik yang tanpa permintaan menuntut.[footnoteRef:28] [28: Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, Op.Cit., hlm. 69.] 

f. Delik Selesai dan Delik Berlanjut 
Delik selesai yaitu delik yang terdiri atas kelakuan untuk berbuat atau tidak berbuat dan delik telah selesai ketika dilakukan. Sedangkan delik berlanjut adalah delik yang terdiri atas melangsungkan atau membiarkan suatu keadaan yang terlarang, walaupun keadaan itu pada mulanya ditimbulkan untuk sekali perbuatan.[footnoteRef:29] [29: Ibid., hlm. 69-70.] 

g. Delik Biasa dan Delik Berkualifikasi 
Delik biasa adalah semua delik yang mempunyai bentuk pokok yang disertai unsur memberatkan atau juga mempunyai bentuk yang disertai unsur yang meringankan, sedangkan delik berkualifikasi adalah bentuk khusus, mempunyai semua unsur bentuk pokok yang disertai satu atau lebih unsur yang memberatkan.[footnoteRef:30] [30: Ibid., hlm. 68-69 ] 

h. Delik Tunggal dan Delik Berganda 
Delik tunggal ialah delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali, sedangkan delik berganda yaitu delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan.[footnoteRef:31] [31: Lukman Hakim, Op.Cit., hlm. 13.] 

Pada dasarnya hukum pidana mengatur seluruh aspek publik yang menekankan pada hukuman yang akan diterima bila melanggar. Hukum pidana memiliki dua macam yaitu pidana umum dan pidana khusus.[footnoteRef:32] [32: Ida Bagus Surya Darma Jaya, Hukum Pidana Materil & Formil : Pengantar Hukum Pidana, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta, (2025), hlm. 4.] 

C. Tinjauan Umum Mengenai Membawa Senjata Tajam Tanpa Izin
1. Pengertian Senjata Tajam
Senjata tajam sudah umum diketahui oleh masyarakat, sebab dalam berbagai aktivitas seharihari masyarakat memerlukan dan menggunakan senjata tajam. Oleh karena itu pemilikan dan penggunaan senjata tajam merupakan hal biasa dan diperlukan oleh masyarakat. Dengan demikian yang menjadi masalah adalah apabila disalahgunakan, dimana digunakan bukan untuk peruntukannya.[footnoteRef:33] [33: Mawardi, Kriminologi Penggunaan Senjata Tajam, CV Zigie Utama,  Bengkulu, (2021), hlm. 23.] 

Setiap senjata tajam memiliki fungsi dan manfaatnya masing-masing, dimulai dari pekerjaan, hobi bahkan tidak sedikit orang yang menggantungkan hidupnya untuk dari pembuatan senjata tajam yang banyak membentuk kegiatanya sehari-hari. Kepemilikan senjata tajam yang sangat bebas ini mempunyai dampak yang negatif yaitu maraknya penyalahgunaan senjata tajam.[footnoteRef:34] Penegakan penyalahgunaan senjata tajam juga sulit terealisasikan karena juga terbentur adat yang masih dipegang teguh oleh beberapa suku di Indonesia salah satunya ialah Suku Dayak dengan adatnya ialah Mandau.[footnoteRef:35] [34: Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia, UNICEF, Indonesia, (2013), hlm. 54.]  [35: A. Latief Wiyata, Carok : Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura, LKiS, Yogyakarta, (2022), hlm. 1.] 

Senjata tajam merupakan alat yang permukaannya dan tidak dipergunakan sebagai alat dapur atau alat pekerjaan lainnya. Sejak dahulu kala tidak ada larangan membawa senjata tajam (badik, keris, tombak) bagi orang-orang Sulawesi Selatan khusus Kum pria. Tujuannya adalah sebagai perhiasan atau menjaga dirinya maupun keluarganya dan tidak digunakan untuk menganiaya ataupun membunuh.[footnoteRef:36] [36: Mangemba, HD, Manusia Dan Kesenian Indonesia, Ujung Pandang, (2009), hlm.4. ] 

Senjata tajam adalah gambaran suatu alat atau benda yang difungsikan sebagai menyerang pihak lain, mempertahankan diri, dan alat yang dapat difungsikan juga sebagai senjata, dan juga digunakan untuk keperluan pertanian, bahkan sebagai benda kuno. Senjata tajam ada beberapa sebutan tersendiri yang bermakna netral, yang difungsikan misalnya parang, golok, pisau, nama netral untuk alat pemotong, akan tetapi difungsikan oleh pelaku untuk menyerang orang lain maka parang/golok pisau yang dimaksud menjadi sebutan senjata tajam. Begitupun yang dimaksud samurai dan pedang, adalah senjata tajam yang digunakan pada saat menyerang. Maka alat-alat tersebut dapat difungsikan untuk menyerang orang lain meskipun senjata tajam sangat bermanfaat dan diperlukan dalam hal mempersenjatai atau mempertahankan atau membela diri dari hal-hal yang mengancam jiwa.[footnoteRef:37] [37: Agus Nur Arsad, Faktor Kriminogen Penyalahgunaan Senjata Tajam di Muka Umum, Jurnal Justiciabelen, Vol. 2, No. 1, ((2022), hlm. 48.] 

Maraknya penyalahgunaan dan bebasnya senjata tajam tersebut membuat banyak pertanyaan, sebenarnya bagimana terkait pengawasan senjata tajam dan terkait penyalahguaan senjata tajam tersebut.[footnoteRef:38] Persoalan perbuatan kriminalitas/kejahatan khususnya yang menggunakan senjata tajam tanpa alasan pembenar hal tersebut sangat meresahkan masyarakat, sebab rasa aman dan ketertiban yang di dalam masyarakat terusik dengan adanya kebiasaan seseorang yang membawa senjata tajam tanpa hak, hal ini dikarenakan setiap wilayah memiliki masyarakat yang mempunyai keadaan sosial, budaya, dan kultur yang berbeda-beda, yang menyebabkan kebiasaan membawa senjata tajam di suatu tempat berbeda dengan tempat lainnya. Untuk itu, kebiasaan membawa senjata tajam bagi masyarakat, tidak hanya digunakan di hutan, namun juga difungsikan sebagai alat untuk melindungi diri dari binatang yang berbahaya, dan juga difungsikan sebagai melawan musuh, dan senjata tajam tersebut bisa juga, mencerminkan identitas sebagai tanda adanya suatu kebudayaan bangsa yang masi ada, dan halnya berkembang dalam bentuk difungsikan maka mencerminkan adanya kebiasaan dari masyarakat itu sendiri mengunakan senjata tajam terkhususnya bangsa Indonesia.[footnoteRef:39] [38: Rakyu Swanabumi Rahmantara Rosady, Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Senjata Tajam, Jurnal Jurisdiction, Vol. 3, No. 5, (2020), hlm. 186.]  [39: Ibid. ] 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) senjata tajam adalah senjata yang tajam seperti pisau, pedang, dan golok.[footnoteRef:40] Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia pada penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf e disebutkan pengertian senjata tajam: [40: Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Balai Pustaka, Jakarta, (2022), hlm. 697.] 

Adapun yang dimaksud dalam senjata tajam pada ayat ini adalah senjata penikam, senjata penusuk dan senjata pemukul tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyatanya digunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau kepentingan untuk melakukan pekerjaan yang sah, atau nyatanya tujuan barang pusaka atau barang kuno, atau barang ajaib. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951. Selain itu, pengertian mengenai senjata adalah alat perkakas yang gunanya untuk berkelahi atau berperang.

2. Jenis-Jenis Senjata Tajam
Selanjutnya ada beberapa jenis senjata tajam yang ada di Indonesia yaitu:[footnoteRef:41] [41: Latief Wiyata, Carok Konflik Kekerasan Dan Harga Diri Orang Madura, LKIS Pelangi Aksara, Yogyakarta, (2022), hlm. 38.] 

a. Badik 
Jenis senjata tajam ini dapat berfungsi sebagai alat pengaman, dapat juga berfungsi sebagai senjata dalam melakukan pekerjaan rumah tangga sebagai barang pusaka barang kuno, atau barang gaib. Bagi masyarakat Bugis Makassar badik dianggap sebagai bagian dari dirinya, seperti kurang lengkap apabila bepergian tanpa badik di pingganya.
b. Keris 
Jenis senjata tajam ini mempunyai fungsi sebagai alat. Digunakan sebagai barang pusaka atau barang kuno. Senjata ini jarang digunakan untuk melakukan sesuatu kejahatan dan hanya digunakan oleh orang-orang tertentu daja pada waktu tertentu, misalnya: 
1) Upacara perkawinan;
2) Upacara pelantikan raja;
3) Pada waktu pengambilan sumpah.
c. Tombak 
Tombak adalah senjata yang bentuknya panjang, ujungnya runcing dan tajam. Jenis senjata tajam ini berfungsi sebagai alat untuk melakukan suatu pekerjaan, biasanya digunakan dalam upacara-upacara adat. Namun sekarang jarang digunakan melakukan sesuatu perbuatan delik.
d. Celurit 
Jenis senjata tajam ini berbentuk pipis dan melengkung yang bagian permukaannya tajam. Senjata tajam ini dapat pula berfungsi sebagai alat untuk melakukan pekerjaan di ladang. Tetapi tidak jarang cerulit ini digunakan sebagai alat untuk berkelahi antar individu. Sering terjadi di beberapa daerah Jawa Timur para pelaku kejahatan menggunakan cerulit ini untuk merampok. Di beberapa daerah lain di Indonesia seperti di Jawa Tengah dan Jawa Barat cerulit ini juga digunakan untuk kegiatan berkebun tapi dengan sebutan yang berbeda yaitu Arit.
e. Kapak 
Kapak atau kadang disebut kampak adalah sebuah istilah yang biasanya terbuat dari logam bermata yang diikat pada sebuah tangkai biasanya dari kayu.

f. Parang 
Parang adalah senjata tajam yang terbuat dari besi biasanya bentuknya relatif sederhana tanpa pernak pernik. Kegunaannya adalah sebagai alat potong atau alat tebas. Parang ini juga digunakan dalam pertanian.
g. Pedang 
Pedang adalah sejenis senjata tajam yang memiliki bilah panjang. Pedang ini terdapat dua sisi tajam dan ada juga satu sisi tajam saja. Dibeberapa kebudayaan jika dibandingkan senjata lainnya pedang biasanya memiliki ketajaman paling tinggi, pedang biasanya terbuat dari logam keras seperti besi atau baja.
h. Busur 
Busur adalah sejenis senjata tajam yang dibuat dari batang besi. Dan menggunakan ketapel sebagai pendorong. Busur popular di kalangan masyarakat, karena mudah dibuat dan harga pembuatannya juga terbilang cukup murah. Maka dari itu kalangan anak-anak sampai orang dewasa mudah untuk mendapatkannya. Belakangan ini cukup banyak digunakan sebagai alat kejahatan maupun sebagai alat perang.
i. Samurai atau Katana 
Samurai adalah salah satu jenis dari senjata tajam pedang. Katana terutama digunakan untuk memotong dan diutamakan dipakai dengan dua pegangan. Berbeda dengan kebanyakan pedang dari Negara manapun. Katana memiliki cara peletakan yang berbeda pada pemakainnya, tidak seperti pedang lain yang menyandang pedang dengan mata pedang mengarah ke bawah. Katana justru sebaliknya mata pedang mengarah ke atas.

3. Ketentuan Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Izin
Delik penguasaan tanpa hak senjata penikam atau penusuk diatur dalam Pasal 2 (ayat 1 dan 2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dinyatakan sebagai berikut:
(1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
(2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam Pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).

Salah satu unsur dari pasal ini adalah “tanpa hak” yang mengacu pada kepemilikan senjata tajam. Dari sini maka akan muncul pertanyaan, sebenarnya bagaimana memperoleh hak atas senjata tajam. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik dari yang paling tinggi hingga yang paling bawah, tidak akan menemukan sebuah regulasi yang mengatur tentang pemberian izin atas kepemilikan senjata tajam. Membawa senjata tajam apalagi menggunakannya tanpa memiliki hak/izin merupakan suatu tindak pidana karena telah melanggar ketentuan Undang-Undang, disebabkan karena telah ada ketentuan yang mengatur tentang senjata tajam yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 2 ayat (1). Dasar hukum kepemilikan senjata tajam adalah maklumat Kapolri Nomor Pol: MAK/03/X/1080 tanggal 1 Oktober 1980 Pasal 2 mengenai penyimpanan benda berupa senjata tajam/benda pusaka.
Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dapat dilihat pengecualian dari ketentuan pasal di atas yang diberikan undang-undang ini. Senjata tajam yang dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau melakukan pekerjaan lainnya. Jika dicontohkan secara sederhana, seorang petani yang membawa celurit untuk membersihkan rumput di sawah, tidak bisa dikenakan ancaman pidana membawa senjata tajam tanpa hak, karena dalam hal ini senjata tajam tersebut digunakan untuk pertanian dan pekerjaan si petani tersebut.
Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ini dibuat untuk mencegah agar tidak terjadinya penyalahgunaan senjata tajam. Hal ini dapat dilihat dengan diberikannya ancaman hukuman sepuluh tahun penjara oleh pembuat Undang-Undang. Hanya saja pembuat UndangUndang tidak secara tegas membedakan antara kejahatan dan pelanggaran dalam undang-undang darurat ini.
 Pada Pasal 3 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menentukan bahwa perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum undang-undang ini dipandang sebagai kejahatan. Dalam kenyataannya pelanggaran terhadap Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 seperti tertangkap karena membawa senjata tajam tidak digolongkan sebagai kejahatan, tetapi digologkan sebagai pelanggaran. Baru digolongkan sebagai kejahatan apabila senjata tajam tersebut digunakan untuk membunuh atau menganiaya seseorang.
4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam
Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Setelah melihat dasar hukum Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Pasal 2 (ayat 1 dan 2) tentang delik penguasaan tanpa hak senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dapat di uraikan unsur-unsurnya:
Unsur subjektifnya terdiri dari:
1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
Sedangkan unsur objektifnya terdiri dari:
2. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia;
3. Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek, of stoot wapen).
Penjelasannya adalah sebagai berikut:
b. Barang siapa 
Di dalam setiap rumusan pasal-pasal KUHPidana maupun tindak pidana, unsur “barang siapa” merupakan sebuah kata yang penting didalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Sebagai sebuah kata “barang siapa” maka memerlukan kajian yang cukup serius dalam asas kesalahan dan pertanggungjawaban pidana dalam upaya pembuktian.
Sebagai contoh pasal 362 KUHP tindak pidana pencurian, adanya kata-kata “barang siapa...”. Sedangkan tindak pidana di luar KUHP dikenal istilah “setiap orang...”. Kedua istilah ini baik “barang siapa” maupun “setiap orang” mempunyai konotasi yang sama di dalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban. Artinya langsung menunjuk kepada perseorangan seseorang dalam konotasi biologis. Atau dengan kata lain adalah pertanggungjawaban manusia sebagai person (naturalijk persoon). Namun dalam upaya pembuktian, unsur “barang siapa/setiap orang” tidak serta merta langsung menunjuk kepada perseorangan (naturalijk persoon). Apabila meninjau pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) Indonesia yang dianggap sebagai subyek hukum pidana hanyalah orang perseorangan dalam konotasi biologis yang alami (naturlijkee person). Selain itu, KUHPidana juga masih menganut asas “sociates delinquere non potest” dimana badan hukum atau korporasi dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana.
c. Tanpa hak 
Dengan melihat rumusan kata-kata tanpa hak dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa tindakan/perbuatan sipelaku/terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun di dalam delik ini tidak dirumuskan unsur ”bersifat melawan hukum”. Namun dari kata-kata Tanpa hak dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik militer atau non militer) sepanjang menyangkut masalah masalah senjata api, munisi atau bahan peledak harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu. Yang dimaksudkan dengan “Tanpa Hak” berarti pada diri seseorang (si pelaku/terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini senjata, munisi atau bahan peledak). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (sipelaku/terdakwa) setelah ada izin (sesuai undang-undang yang membolehkan untuk itu).
d. Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengankut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. 

Yang dimaksud dengan memasukan ke Indonesia adalah membawa masuk, mendatangkan sesuatu (dalam hal ini senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk) dari luar wilayah (dari negara asing) ke dalam wilayah negara RI.  
e. Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

Dari ketentuan pasal di atas, dapat dilihat pengecualian yang diberikan undang-undang ini. Senjata tajam yang dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau melakukan pekerjaan lainnya. Jika dicontohkan secara sederhana, seorang petani yang membawa celurit untuk membersihkan rumput di sawah, tidak bisa dikenakan ancaman pidana membawa senjata tajam tanpa hak, karena dalam hal ini senjata tajam tersebut digunakan untuk pertanian dan pekerjaan si petani tersebut.
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